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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas dapat
membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5/PR.01.1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi
internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang
Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Rl Nomor 42 Tahun 1950); UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Rl Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6863); PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4614); Perpres Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2014 Nomor 99); Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Rl Tahun 2014 Nomor 1842); PKPU Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita
Negara Rl Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Rl Tahun 2023 Nomor 377); PKPU
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
(Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Rl Tahun 2023 Nomor
862); Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Rl Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016



CATATAN

tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2026 diatur tentang:
Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purbalingga Tahun 2026, yang terdiri dari Pengawas (5 orang, diketuai Zamaahsari,
S.I.P., M.I.P.), Penanggung Jawab (Mundarti, S.H.), Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim
Evaluasi Internal (8 orang), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.

- Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2026 terkait dengan pembentukan Tim Evaluasi
Internal SAKIP di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, yang terdiri
atas unsur Pengawas, Penanggung Jawab, dan Tim Evaluasi Internal (Ketua,
Sekretaris, dan Anggota).

- Lampiran 1 (susunan keanggotaan Tim Evaluasi Internal SAKIP).



